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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 60 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PERIZINAN DAN PENGAWASAN KEGIATAN KERAMAIAN UMUM,
KEGIATAN MASYARAKAT LAINNYA, DAN PEMBERITAHUAN
KEGIATAN POLITIK

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168)
Pasal 15 ayat (2) huruf a dan huruf d, menyatakan bahwa Polri
berwenang untuk memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian
umum serta kegiatan masyarakat lainnya dan menerima pemberitahuan
tentang kegiatan politik. Adanya wewenang tersebut merupakan bentuk
pelayanan Polri untuk menjamin terbinanya ketentraman, keamanan,
ketertiban masyarakat, dan tegaknya hukum.

Permohonan izin atas suatu kegiatan keramaian umum, kegiatan
masyarakat lainnya serta pemberitahuan kegiatan politik kepada Pejabat
Polri Yang Berwenang merupakan bentuk komunikasi pelayanan
masyarakat untuk mengurangi risiko dan ancaman yang mungkin terjadi,
khususnya di sekitar lokasi pelaksanaan kegiatan. Oleh karena itu, setiap
permohonan izin kegiatan keramaian dan kegiatan masyarakat lainnya
yang disampaikan kepada Pejabat Polri Yang Berwenang perlu memuat
paling sedikit tujuan dan sifat kegiatan, tempat dan waktu
penyelenggaraan, jumlah peserta atau undangan, dan penanggung jawab

kegiatan, dengan melampirkan paling sedikit daftar susunan panitia
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II.

penyelenggara, persetujuan dari penanggung jawab tempat kegiatan,
rekomendasi dari instansi atau organisasi terkait, dan pernyataan tertulis
dari penyelenggara yang menyatakan kegiatan yang dilakukan tidak
bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan atau kesopanan,
dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan untuk setiap
pemberitahuan kegiatan politik paling sedikit memuat bentuk kegiatan,
maksud dan tujuan kegiatan, tempat dan waktu kegiatan, jumlah peserta
dan jumlah kendaraan, pembicara dan penanggung jawab kegiatan,
dengan melampirkan proposal, anggaran dasar/anggaran rumah tangga
untuk organisasi/badan hukum, identitas diri penanggung jawab
kegiatan, daftar susunan pengurus untuk organisasi/badan hukum,
persetujuan dari penanggung jawab tempat kegiatan, rekomendasi
instansi terkait jika diperlukan, paspor dan visa bagi pembicara orang
asing, denah rute yang akan dilalui jika kegiatan tersebut berupa pawai,
dan undangan jika kegiatan mengundang pejabat negara.

Dalam rangka penerbitan Surat Izin, Pejabat Polri Yang Berwenang
melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dan pihak
lain. Sedangkan dalam penerbitkan STTP, Pejabat Polri Yang Berwenang
melakukan pemeriksaan terhadap surat pemberitahuan dan lampiran
yang dipersyaratkan. Hal ini dimaksudkan agar kegiatan tersebut dapat
berjalan dengan tertib, lancar, dan aman.

Untuk memberikan kemudahan pelayanan Polri kepada masyarakat,
setiap permohonan izin keramaian umum dan kegiatan masyarakat
lainnya, atau pemberitahuan kegiatan politik disampaikan kepada Pejabat
Polri Yang Berwenang sesuai Daerah Hukum Kepolisian dimana kegiatan
tersebut dilaksanakan.

Kesadaran dan tanggung jawab semua pihak baik dalam proses
perizinan, dan pemberitahuan maupun pelaksanaan kegiatan sangat
diperlukan guna terciptanya situasi dan kondisi yang aman, tertib, dan
lancar dengan memperhatikan kepentingan dan hak orang lain demi tetap

tegaknya hukum serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
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Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Yang dimaksud dengan “kegiatan keramaian umum” adalah kegiatan
keramaian umum sebagaimana dimaksud Kitab Undang-undang

Hukum Pidana.

Pasal 4
Yang dimaksud dengan “kegiatan masyarakat lainnya” adalah
kegiatan yang dapat membahayakan keamanan umum sebagaimana

dimaksud Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)
Kegiatan yang dilakukan dalam lingkup kecamatan, izin
diajukan kepada Kepolisian Sektor (Polsek), jika kegiatan
tersebut meliputi lebih dari 1 (satu) kecamatan izin diajukan ke
tingkat Kepolisian Resor/Kota (Polres/ta).
Kegiatan yang dilakukan dalam lingkup kabupaten/kota, izin
diajukan kepada Kepolisian Resor/Kota (Polres/ta), jika
kegiatan meliputi lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1
(satu) provinsi, izin diajukan ke tingkat Kepolisian Daerah
(Polda).
Jika kegiatan dilakukan lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota
dalam Provinsi yang berbeda, izin diajukan ke tingkat Markas
Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri).
Kegiatan yang dilakukan dalam lingkup provinsi, izin diajukan
ke tingkat Polda, jika kegiatan dilakukan meliputi lebih dari 1
(satu) provinsi, izin diajukan ke Mabes Polri.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “kegiatan berskala nasional” adalah

kegiatan yang dilaksanakan oleh orang perseorangan,

www.peraturan.go.id



No.6174

organisasi, dan/atau badan hukum yang pesertanya berasal
dari beberapa provinsi.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “kegiatan berskala internasional” adalah
kegiatan yang dilaksanakan oleh orang perseorangan,
organisasi, dan/atau badan hukum yang mengikutsertakan

orang asing.

Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “rekomendasi dari instansi atau
organisasi terkait” adalah pertimbangan tertulis dari
instansi atau organisasi yang mempunyai kewenangan
dengan substansi kegiatan.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 8

Yang dimaksud dengan “melakukan koordinasi dengan instansi
terkait” adalah mempertimbangkan pendapat atau masukan dari

kementerian/lembaga yang terkait, baik yang disampaikan secara

lisan maupun tertulis.
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Yang dimaksud dengan “pihak lainnya” adalah pihak yang
berkepentingan dengan kegiatan keramaian umum dan kegiatan
masyarakat lainnya, misalnya penanggung jawab objek yang akan

dijadikan tempat kegiatan atau tokoh masyarakat.

Pasal 9

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Alasan penolakan dapat berupa tidak dipenuhinya administrasi,
bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau
bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 10
Yang dimaksud dengan “perubahan terhadap kegiatan yang telah
diajukan” antara lain perubahan tempat, waktu, dan/atau jumlah

undangan.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Yang dimaksud dengan “tindakan kepolisian” adalah upaya paksa
dan/atau tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab
guna mewujudkan tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya

ketentraman masyarakat.

Pasal 14
Cukup jelas.
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Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan ”di lingkungan sendiri” adalah kegiatan
politik yang diselenggarakan di kantor partai politik atau

organisasi kemasyarakatan.

Pasal 18
Kegiatan yang dilakukan dalam lingkup kecamatan, pemberitahuan
diajukan kepada Kepolisian Sektor (Polsek), jika kegiatan tersebut
meliputi lebih dari 1 (satu) kecamatan, maka pemberitahuan
diajukan ke tingkat Kepolisian Resor/Kota (Polres/ta).
Kegiatan yang dilakukan dalam lingkup kabupaten/kota,
pemberitahuan diajukan kepada Kepolisian Resor/Kota (Polres/ta),
jika kegiatan meliputi lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1
(satu) provinsi, maka pemberitahuan diajukan ke tingkat Kepolisian
Daerah (Polda).
Apabila kegiatan dilakukan lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam
provinsi yang berbeda, pemberitahuan diajukan ke tingkat Markas
Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri).
Kegiatan yang dilakukan dalam lingkup provinsi, pemberitahuan
diajukan ke tingkat Polda, jika kegiatan dilakukan meliputi lebih dari

1 (satu) provinsi, maka pemberitahuan diajukan ke Mabes Polri.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.
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Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.
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